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Undang- “Lcana Nomer 13 Tahun 1850 ten -
D

tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam llngﬁungan Fropinsi Jawa Tengah
jJo. Peraturan Pemerintan Nomor 32 Tahun
18950

Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 1870
tanggal 6 Pebruari 1975 tentang Fengu-
rusan, rertanggungJjawaban dan FPengawasan
Keuangan Daeran {(Lembaran Negara Nomor D
Tahun 1975) ;

Per a*urdn Pemerintah Nomer 6 Tanun 1875
tanggal 26 Pebruari 18975 tentang Cara
Fenyusunan Anggaran FPendapatan dan REe-
tanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan FPenyusunan Perhitu-
ngan Anﬁgeva“ Fendapatan dan Belanga

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1875 Nomor
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Keputusan Presiden Republik Indonesia -
Nomor 22 Tanun 18984 tentang Tata Cara
Fenyediaan dan Zrenyaluran GSubsidi Gadil
dan Pensiun Daeran Utonom ;

Feraturan Menteri Dlalam Negeri Nomor 11
Tahun 1975 tangzgal 8@ Agustus 1875 ten-—
tang Contoch-contoh Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Felaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
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dan Penyusunan FPerhitungan Anggaran
Pendapatan dan BelanJja Daeranh ;

FPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutar
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugil
Keuangan dan Materiil Daerah :

Peraturan Menteri Dlalam Negeri Nomor 4 -
Tahun 197u tentang Pelaksanaan Fengel
laan Barang Pemerintah Daerah ;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 -

Tahun 1980 tentang Petunjuk/Fedoman Tata
Administrasi Bendaharawan llaerah ;

Keputusan Menteri Dalam Nomor HOU—OQQ -

Tahun 1980 tanggal Z April 1980 tentang
Manual Administrasi Keuangan Daerah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
020-595 Tahun 1880 tanggaw 17 Desember

1980 tentang Manual Administrasi Barang
Laerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
g70-8%3 Tahun 1981 tanggal 24 Desember
1981 tentang Manual Administrasi Penca-
ratan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94
Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1884 ten-
tang Langkah FPertama Fensinkronisasian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dengan Anggaran Pendapatan dan DBelanja
Negara ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
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g03-1316 Tahun 1885 tanggal 18 September
1985 tenn nb Penyempurnaan Bentuk dan

Susuna ubahan Anggaran Pendapatan
dan Belan a [aerah ;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 -
Tahun 1994 tanggal B Oktcober 1894 ten-
tang Pelaksanaan Anggaran FPendapatan dan
Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 18986
tentang Penyempurnaan Bentuk dan pusunan
Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhi-
tungan Anggaran FPendapatan dan Belanda
LDaerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
J03-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987
tentang Penggunaan <oistim Digit dalam
Pelaksanaan Anggaran dan BelanJa Daeran
serta Petunduk Tehnis Tata Usaha Keua-

ngan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
g9053-0586 Tahun 1988 tanggal 1 i
1988 tentang Perubahan Penyempurnaan ros
) €3 My

2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Fos D
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Vegerl Nomor -
903-057 Tahun 1988 tanggal 12 dJanuarl
1988 tentang FPenyempurnaan Bentuk dan
Susunan Pendapatan Daerah ;

Kc;ucusan Menteri Dimlam Negeri Nomor -
a03-617 Tahun 1888 tentang Penyempurnaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
G03-1316 Tahun 1985 tanggal 18 Sep ber
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1985 tentang Bentuk dan Susunan Peruba-
han Anggaran Pendapatan dan Belanda
Liaerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
Q03-251 Tanhun 1989 tanggal ©6 April 13869
tentang Ferubahan Bentuk/Contch Peratu-
ran Daerah tentang Fenetapan Sisa Ferhi-

tungan Anggaran FPendapatan dan Belanda
Ilaerah. Perhitungan Kas. Fencocokan
antara Sisa FPerhitungan Anggaran dengan
Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah
tentang Fenjabaran Kealisasi Anggaran
Pendapatan cdan belanda Daerahn
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e;u san Gubernur Kepala Daerah Tingkat
T Jawa Tengah Nomor 903/651/1984 tanggal
31 Meil 1994 tentang Fengesahan Anggaran
Pendapatan dan Relanja Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran
1994,1985 ;

Keputusan Gurernur Kepala Daerah llngnan
I Jawa Tengah Nomor 903/200,/1895 gga"
23 rEHrua‘“ 1995 dan Nomor QUQ/H 2/,1995
tangsg 18 April 1985 tentang Pen geuandr
Fe uhdlan Anggaran Vendaga*an dan Belan-
ja Daerah Kabupaten Iaerah Tingkat II
Kebumen Tahun Anggaran 1884,/,1885 ;

1

weratxran Daerah RKabupaten Daerah Ting -
kat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1984 tang-
gal 31 Maret 1884 tentang Penetapan
Anggaran FPendapatan dan Belanda Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Tahun Anggaran 1994,/189b
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eraturan Daerah Kabupaten IDaerah Ting -
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kat I1 Kebumen Neomeor 1 Tahun 1885 tang-
gal © Januari 1985 tentang Penetapan
FPerubahan Anggaran FPendapatan dan Belan-
Ja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1
Kebumen Tahun Anggaran 1594,/1995 ;

Keputusan Dewan FPerwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Nomor OQOZ/KPTS/DPRD/1982 tanggal 22 Juli
1992 tentang FPeraturan Tata Tertib Dewan
Perwaxilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 1II Kebumen.

'

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor S03
/872/PUCD tanggal 19 Pebruari 1994
tentang Pedoman FPenyusunan Anggaran
FPendapatan dan BelanJda Daeran Tahun
Anggaran 19894,/1985 ;

2. Burat Gubernur Kepala Daerah Tingkat

I Jawa Tengah Nomor S03/651,/1884

tanggal 31 Mei 1994 tentang Pedcman

Penyusunan Anggaran Fendapatan dan

Belanja [laerah Tahun Anggaran 1984,-

1995 ;

3. Pembicaraan dalam Reapat Fanitia Ang-
garan Dewan FPerwakilan Rakyvat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
tanggal 10 Juli 1885 dan 17 Juli
1885 ;

4. Pembicaraan dalam Rapat FPlenc Dewan
Ferwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Xebumen tanggal Z6
Juli 1995.

Dengan ............
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PAN SISA -

DAN BELAN-
TINGKAT II
ANGGARAN 19594,/1895.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENE
PERHITUNGAN ANGGARAN PENJABALAN
JA DAERAH KABUPATEN DAERAH

KEBUMEN TAHUN

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Fengeluaran Perhi-
tungan Anggaran Pendapatan aan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1934,/1885 yaitu
sepagal berikut :
1. Perhitungan Anggaran -

Pendapatall ......- Rp 28.447.744.230,
7. Pernhitungan Anggaran Belanda :

a. Kutin ..... Fp 11.817.858.822,00

b. Pembangunan Rp 15.382.3936.114,00

Rp 27.200.894.936,00

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan -

dan Belanja Daerah berlebih sejumlah

................... Ep 1.246.849.294,61
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Pasal Z

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran

itungan dimaksud Pa

b2
dalam Lampiran C.

Ferh tdrgan
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 13994/
1995 yaitu sebagal berikut :
Perhitungan Urusan Kas dan Ferhitungan :
a. Pendapatan :
~ Pendapatan ........... Rp 1.871.206.158,35
b. BelanJda >
- Rutin ..... Rp 1.826.194.843,00
- Pembangunan Rp >
Rp 1.826.194.843,00
. Siga Perhitungan Urusan Kas
dan Perhitungan berlebih
sejumlall . aces os s gem e @ e Kp 145 .011.315,39
Pasal 3
Perincian lebih lanJjut mengenai Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan
Kas dan P asal 1 dan Pasal
+ .
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Jitetapkan di : K e b umen
ia tanggal : 26 Juli 19595

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
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KEEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

W~

PENGRESAHAN

T

‘ 11 KEBUMEN
b i

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1II KEBUMEN

Menimbang

JAWA TENGAH

NOMOR : 903/1080,/1995

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGEKAT

NO

(35

MOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN SIGA

TAHUN ANGGARAN 1994,/1995

KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

bahwa perhitungan Anggaxan Pendapatan —
dan Belanja Daerah Kabupaten Daersah
Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1894/
1995 yvang telah ditetapkan dengan Pera-
turan Daerah Kabupaten Daeran Tingkat II
Kebumen Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 26
Juli 1995 perlu mendapat penetapan/pe-—
ngesahan dari Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah :

bahwa dengan Surat Perintah Tugas dari -
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 21 Agustus 1595 Nomor
094,19504; 094,/19507; 094/19511;: 0&4/-
18515 dan 094/19498 telah dilakukan
penelitian/pemeriksaan oleh Tim Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas Perhi-
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanda
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu-
men Tahun Anggaran 1994,/1995 ;

banhwa hasil penelitian/pemeriksaan ter -
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sebut huruf b di atas telah disampaikan
secara tertulis oleh Tim kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan menyebutkan Sisa Ferhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar .......
Rp 1.276.085.294,61 (satu milyar dua
ratus tudjuh puluh enam Juta sembilan
puluh sembilan ribu dua ratus sembilan
puluh empat rupiah enam puluh satu sen).

Undang-undang Nomor & Tahun 1
D

974
Pokok-pokok Femerintahan di r

lae

Undang-undang Neomor 10 Tahun 1850 ten -
tang Pembentukan Daerah Fropinsi Jawa
Tengah (diundangkan tanggal 14 Juiil
1850 3

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 ten -
tang FPembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah :

Peraturan FPemerintah Nomor 5 Tahun 187%
tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahu 19
tentang Cara Fenyusunan APBD, Pelaks
naan Tata Usaha Xeuangan Daerah ad
Penyusunan Perhitungan APBD ;

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1884 -
tanggal 22 Maret 1984 tentang Cara
Penyediaan dan Penyaluran BSubsidl Gadil
dan Fensiun bagi Daerah Ctonom

7. Instruksi .......
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Iinstruksi Presiden Neomor & Tahun 1884 -
tentang Penyelenggaraan Bantuan Pemba-
ngunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupa-
ten/Kotamadya Daerah Tingkat IiI dan De-
sa 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 1974 tanggal 3 Oktober 1974 ten-
tang Bentuk Peraturan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 1975 tentang Contoh-contch Cara
Penyusunan APBRD, FPelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitu-
ngan APED ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 -
Tahun 1979 tanggal 1 September 187
tentang Pelaksanaan engelolaan DBarang
Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1550
tentang Petunjuk/Fedoman Tata Admini
trasi Bendaharawan Laerah ;

o

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 2 -
Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 18584 ten-
tang Pelaksanaan APBD ;

T . 1

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
900-099 tanggal 2 April 1980 tentang
Manual Administrasi Keuangan Daerah

s

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : -
020-585 tanggdl 17 T'esember 1QHO tentang
Manual Administrasi Barang Daerah :
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
g970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang
Manual Fendapatan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
903-034 tanggal 4 Januari 13984 tentang
Fenelitian/Pemeriksaan FPerhitungan APBD:

Keputusan bersama Menteril Dalam Negeri -
dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984
dan Nomor 888/KMK.03/1984 tanggal Z4
Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Fenyve-
diaan dan Penyaliuran Subsidi Gaji dan

Fensiun bagi Daerah Otonom :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 1884 tanggal 15 Desember 1984
tentang Langkah FPertama Fensinkronisa-

sian APBD dan APBN ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
803-1316 Tahun 18985 tentang Fenyempur-
naan Bentuk dan Susunan Perubahan APRD ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
903-268 Tahun 1966 tanggal 3 Maret 1988
tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan
Tata Usaha Keuangan Daeran serta Perhi-

tungan APBD ;

Keputusan Msesnteri Dalam Negeri Nomor -
903-378 Tahun 1987 tanggal 11 April 1887
tentang FPenggunaan Sistim Digit dalam
Pelaksanaan APBD serta Petundiuk Teknis
Tata Usaha Keuangan Daerah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -

903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang

Penvempurnaan .........



Fenyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggar-—
an Pendapatan Daerahn ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 18988
tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peratu-
ran Uaeran tentang Penetapan Sisa FPerhi-
tungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan
antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan
Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daersh
tentang Penjabaran Realisasi APBD

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah tanggal 31 Meil 1994 Nomor
903/651,1994 tentang Pengesahan APBD
Kavupaten Daerah Tingkat I1 Kebumen
Tahun Anggaran 1994,/1585 vyang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 1894 tanggal 31 Maret 1984 ;

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengan tanggal ZZ Pebruari 1995
Nomor 903/200,/1995 <tentang Pengesahan
Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen Tahun Anggaran 1994,1995 yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomro 1 Tahun 1885 tanggal 6 Januari

T OOE
1idJ0.

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal -
19 Pebruari 1894 Nomor S03/572/PU0OD
Ferihal Fedoman Fenyusunan APBRBD
Tahun Anggaran 19894/1885 ;

urat Menteri Dalam Negeri tanggal -

Februari 1894 Nomor : 050.12/860/
perihal Petungjuk Felaksanaan

[EBRAN, U J
)

Qoo



Menetapkan
PERTAMA

ocgram Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 1894/1985 ;

3. Burat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah tanggal 12 Maret 1854

lomor 8903/0086811 perihal Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran
1994,1985 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Kebumen Nomeor 10 Tahun
1895 tanggal 26 Juli 1985 tentang
Fenetapan Sisa Perhitungan Anggaran
FPendapatan dan Belanja Daerah Kabu-
raten Daerah Tingkat II Kebumen
Tahun Anggaran 15984,/1995 ;

1L

5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat -
ITI Kebumen tanggal 27 Juli 19895 No-
mor : 803,/8B30 perihal Permohonan
Fengesahan Feraturan IDaerah tentang
Penetapan Sisa FPerhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabhu-
paten Daerah Tingkat II Kebumen
Tahun Anggaran 1994,/1995.

MEMUT
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Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun
1985 tanggal 26 Juli 1995 tentang Peneta-
pan oSisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah gln”—
kat II Kebumen Tahun Anggaran 1994,/199

AENEAN v v v v v e e mewn



dengan menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanda Daerah Kabupaten Daerahn
Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1984,/10950

sejumlah Rp 1.276.099.294,61 (satu milyar dua
ratus tujuh puluh enam Jdta sembilan puluh
sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat

5

rupiah enam puluh satu sen). terdiri dari :

a. Pendapatan :

‘end ;dta vee-2...... Rp 28.481.625.880,61

'r1

- Rutin Rp 11.82

2.580.572,00
- Pembangunan Rp 15.382.836.114,00
Jumlah . .. . counssioss Rp 27.205.526.686,00
Jumlah Sisa Ferhitungan -
APBI o o sim e o s nis % 5 s . Rp 1.276.0899.284,61
dengan rincian :
- Tunai pada XKas Daerah Rp 1.388.933.180,00
- Sisa UUDP Anggaran Kutin KEp 547 .610,00
- Sisa UUDP Anggaran Fem -
DANGUNAN +« cs v v ows ssoimsssn Rp 2.379.820,00
+
Jumlah ERp 1.391.860.610,00

Sisa Lebih Bagian Urusan
Kas dan Perhitungan (UKP) Rp 115.761.315,38

dumlah .............



Jumlah Sisa Lebih Perhitu-
ngan APBD Tahun Anggaran -
1884 3885 . cn s s s e s Rp 1.276.088.294,61

APBD Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kebumen Ta-
hun Anggaran 1994/1895 dilakukan PFerubahan
APBD dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
1985 tanggal 6 Januari 1995 dan telah disah-
kan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor : 903,/200/1985 tanggal 25 Pe-
bruari 18985, etapl terdapat beberapra cata-
tan yang harus disesuaikan sebagaimana
estinya, guna penyesuailan Perubahan APED
tersebut oleh Bupati Kepala Dlaerah Tingkat
II Kebumen telah diterbitkan Ferubahan
Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala ten-
tang Penjabkaran Perubahan AFPBD Kabupaten
Iaerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran
1954,/1995 dengan Surat Keputusan tanggal Z0
April 1995 Nomor : 903/296/S5K/13995.

Namun masih terdapat catatan yang belum

disesuaikan antara lain : DIKTUM KEDIA 1.8
dan DIKTUM KETIGA angka 1.

il

D“HQB,AleRlETZaEl Xeuangan Daeran guna
sanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat Il
en Tahun Anggaran 1994,/1992 pada umum-
,elah sesual dengan peraturan yang
beriaku., namun pelaksanaan membuku transaksi
kedalam Buku/Daftar/Register yang diperguna-
tan masih terdapat yang perlu disempurnakan,
antara lain : '
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a. Register (SK0) kolom 1 (nomor urut) masih
dicantumkan secara berlandut yang seha-
rusnya tiap akhir bulan ditutupdan dibuka
kembali dengan nomor urut baru.

egister SPMU Beban Sementara UUDP (B.II)
haik Rutin maupun Pembansgunan belum
dlnergahan sampal tuntas hingga tutup
tahun anggaran.

o
4 :U

c. Daftar Fembukuan Administrasi (B.XIII) -

3

belum diisikan sebagaimana mestinya.

4. Buku Besar Pengeluaran (B.V) Rutin kolom

7 (nomor urut) register B.II) dan kolom 8
(jumlah SPJ) masih terdapat beberapa yang
belum diisikan sebagaimana mestinya
sampai dengan tutup tahun anggaran.
Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan
Keputusan Menteri Dalamn Negeri Nomor
g0u3-379 tanggal 11 April 1987 tentang
Penggunaan Sistim Digit dalam APBD serta
Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan
Daerah.

Pada Buku Perhitungan APBD (C.I) Kaburaten -

Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran

1994,/1995 belum dilengkapi dengan C.IV,

C.VII, C.VIII, C.IX Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 11 Tahun 1975 serta Daftar

Pengadaan Barang model Bend 28 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1880.

Dalam Tahun Anggaran 19 4,/1885 oeradsar rea-

lisasinya terdapat enls Pendapatan Asli

Daerah vang tidak dapat mencapai targ@*

anggaran yang telah ditet 'fkan, antara lain:
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-. Ayat 1.2.1.003 "Pajak Potong Hewan"

-. Ayat 1.2.1.013 "Pajak Kendaraan Tak Ber -
motor”

-. Ayat 1.2.2.076 "Uang Leges"

—. Ayat 1.2.2.0380 "Uang Pemeriksaan/Pemban -
tailan”

-. Ayat 1.2.3.123 "Penerimaan dari Bank Pa -
sar'”

—-. Ayat 1.2.4.141 "Fenerimaan Dinas Peterna-
kan"

-. Ayat 1.2.4.146 "Penerimaan Sarang Burung'

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal

7 ayvat (3) Sub.a Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tdhun 1894 tanggal 5 Oktober

ge
1994 tentang Pelaksanaan APBD.

Terdapat pungutan Pendapatan Asli
vang pelaksanaannva belum didasarkan atas
Peraturan Daerah, yaitu :

-. Penerimaan Sarang Burung.
-. Penerimaan Uang Penguburan.

Hal tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal
58 ayat (Z) Pasal 60 Undang-undang Nomor 5

ahun 1874.

Penerimaan dropring untuk Sumbangan Diversi
fikasi Tanaman Cengkeh (5SDTC) Tahun Anggaran
1884,/1895 vang diterima Kas Daerah tanggal

29 Maret 1985 sebesar Rp 28.2Z50.000.00 yang
aseharusnyva masuk Pos Bagi Hasil Bukan Fajak
Ayat 1.3.2.203 "3DTC", tetapi keliru dibuku/
dimasukkan pada Eaglan Urusan Kas dan Perhi-
tungan (UKF) Ayat 1.6.1.255 "Penerimaan
Pihak Ketiga'.
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. BNKB ehagal berikut :

-. realisasi berdasar ZPMU dari rrjpinsi Da-
erah Tingkat I Jawa Tengah adalah sebagail
berikut :

—. Triwulan I Rp 137.0C15.000, OD
-_. Triwulan II p 137.015.000,
—. Triwulan III ERp 137.015.000, bb
-. Triwulan Iv Rp 215.381.500,00
-. Maret 1885 Rp 50.051.500,00
-. hcxu angan -

1983/19884 ... Rp 13%2.952.000,00

Rr 808.430.000,00

-. Tercantum dalam Buku
Perhitungan APBD (C.1I1)

Ayat 1.3.1.182 ........ Ep 804.798.250,00
Perbedaan : Rp 4.631.75C,00
Perbedaan tersebut karena :

Adanya potongan
BENKB untuk :

- . Buku Pedoman
APBD

-. Biaya Uperasi
Tk. I .......
~. Biaya Identifi
mungut PAD ..

langsung Penerimaan 2Z0% PKB/
Pelaksanaan

.......... Rp 2.398.750,00
onal Bag.

.......... Rp 1.233.000,00
ikasi Pe-

.......... RE 1.000.000.00
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ersebut berdasar SPMU dari Propin-
baeran Tingkat I Jawa Ten gah tanggal 18
y 395, 27 Maret 1895 dan 31 Maret
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Dalam Pelaksanaan APBD Fos 2.2.3 "Sekretari-
at’ masih terdapat yang belum tepat pembeba-
nannya, antara lain :

- . Pembelian alat-alat kebersihan rumah Bu -
pati hdpdl Daerah dibebankan Pasal

2. 2.3.1011 "Ongkos Kantor" digit 50,
_Pharusnya dibebankan pada Pos 2.2.2
"Kepala Daerah” Pasal 2.2.21001.b "Biaya

Rumah Tangga Kepala Daerah’.

- Pemeliharaan alat rumah tangga Bupati Ke-
pala Daerah dibebankan pada Pasal 2.2.3,
1054 "Biaya Pemeliharaan inventaris
Kantor' . seharusnya dibebankan pada Pos
2. 2.2 "“Kepala Daerah’ Pasal 2.2.2.1005.v
“Biaya Pemeliharaan inventaris HRumah
Jabatan'.

Menurut penelitian Ayat 1.2.1.004 “Pajak -
Pembangunan. 1 realisasinya sebesar ....--.
Rp 52 .085.370,00, sedang Pasal 2.14.1.1136

“Ban‘uan untuk kegiatan Kepariwisataan di
Tiaerah'” realisasinya “NIHIL".
jal tersebut tidak sesual dengan Surat
nt eri Dalam Negeri Nomor : Q73/,2354,/PU0D
ggal L6 Juli 1994 Jjo. Instruksi Gubernur
Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor I
tanggalb Oktober 1994 tentang
wungutan Pajak Pembangunan 1 an Retribusi
in Membangun Hotel di Daeran Tujuan Wisa-
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Pasal 2.13.1.1123 "Pemberian Bantuan kepada
Desa//Kelurahan daril Penyisihan Bagian Pene-
rimaan PBB" adalah sebagali berikut :
-. Anggaran ......... c... Rp 341.286.000,00
-. Realilsasi ............ Rp 172.981. 550,00
Herdasar penelitian realisaszi tersebut
rinciannya sebagai berikut :
a. Realisasi dari Tk.I

kepada Desa/Kelurahan Rp 45.776.15C,00
b. Pemberian dari Tk.II Rp 127.185.400,00

Realisasi dari Tingkat rsebut adalah
realisasi Tahun 1993/1594, sedang penerimaan
Tahun Anggaran 1834/ & elum dibayarkan
dan pelaksanaan pembayarannya pada Tahun
Anggaran 1S895,/188986.

Pasal 2.13.1.1124 "Pemberian Bantuan Xkepada
DPEH’KGLUPdHan dari Penyisihan Penerimaan
PaJaK/&etr busi dari Tingkat I" sebagai
berikut :

-. Anggaran ............. Ry 454.229.000,00

-—. Realisasi ............ Rp 211.083.875.00

Realisasi tersebut adalah Tahun Anggaran
1883/1994 belum dibayarkan dan pelaksanaan
pembayarannya pada Tahun Anggaran 1995,/1996.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat

Gubkernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 20 Januari 1894 Nomor 873/002004
rerihal Petunduk Tehnis Pelaksanaan Xeputu-
san Menteri Dalam Negeri Nomor 48, 50 dan 98
Tahun 1980.
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Berdasar penelitian Buku Besar Pengeluaran -
Belanja FRutin (B. V)/Bu”“ Ferhitungan APRD
(C.I) Pos 2.5.2. "RSUD" pada Pasal
2...@ 1084 "Biaya Operasicnal’ sebesar :....
Rp 247.317.000,00 didalamnya termasuk Paket
Rawat Inap/Jalan bari Peserta Perum Husada
Bhakti, untuk Komponen Bahan dan Alat XKese-

hatan Habis Pakai (30%).

Hal tersebut tidak sesuail dengan Surat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 1Z Maret 1984 Nomor 8903/008811
tentang Pedoman Penyusunan Tahun Anggaran
1994,/1985.

-

Laporan Realisasi APBD Kabupaten Daerah Ting

kat 11 Kebumen per Trwiwulan Tahun Anggaran
1994/1595 yang dikirimkan kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah masih
ada yang terlambat, antara lain Triwulan I
dan Triwulan IV.

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal
3Z Peraturan Pemerintah Nemor 6 Tahun 1975.

Terdapat penyetoran Sisa-sisa UUDP dari para

Bendaharawan Tahun Anggaran 1994,/1995 yang

prelaksanaan penyvetorannya ke Rekening Kas

Daerah masih mengalami keterlambatan, yaitu
> L

ebihi tanggal 10 April 1895, antara lain:

-. BAPPEDA ;
-. Bagian Pemerintahan Desa

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan PFPasal
9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor

}._A
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2 Tahun 1994 tanggal 5 Uktoberl

':.O
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S

tentang Pelaksanaan APBED.

i
f1a

a&. Dinas Pendapatan D
Kabupaten Daerah

Berdasar penelitian secara ujl coba pada :

Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen,

terdapat hal-hal sebagail berikut :

Bendaharawan Rutin disamping mengguna-—
kan Buku Kas Umum Model Bend. 10 dan
Register lainnya, tetapi belum dileng-
kapri dengan Register SKUO (Model Bend.
7).

Bendaharawan FPembangunan dalam mengi -
rimkan Bukti SPJ kepada Bupati Kepala
Daeran Up. Bagian Keuangan. pelaksa-
naannya masih terdapat yang melebihi
tanggal 10 bulan berikutnya.

Hal tersebut tidak sesual dengan
ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1984 tanggal 5 Oktober 1994 tentang
FPelaksanaan APRD.

S
a

Pengiriman kembali satu tindasan 3PJ -
Proyek yang telah disahkan oleh Bagian
Keuangan kepada bendaharawan Proyek
vang bersangkutan, masih terdapat vang
terliambat.

Hal tersebutr t
ketentuan Pasal

Menteri Dalam Nege
1994 tanggal 5 0kt
Pelaksanaan APED.

~. Bendaharawan .......
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Bendaharawan BF PBE dalam membuku -
transaksl Penerimaan dan Pengeluaran
kedalam Buku Kas Umum (Model Bend. 10)
pada Kolom 4 tidak mencantumkan Kode
Avat/Fasalnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1980.

Terdapat. Bendaharawan Frovek APRD II -

vang mengelola lebih dari 3 (tiga)
Proyek.

J=a

Hal tersebut tidak =sesual dengan Pas
35 Ayat (1) dan 2) Ee aturan Mente
Dalam Negeri Nomor Z Tahun 1984 tan
gal o Ckteober 1994 tentang Pelaksan
APRD.

o TIC 2] ﬁl‘
.

;l‘
o

mah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat
1

{ebumen terdapat hal-hal sebagai
4=

7
T
I
P.
]
o
<

Bendaharawan Rutin dalam mengirimkan -
oFJ kepada Bupati Kepala Daerah Up.
Bagian keuangan masih terdapat vang
melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan
ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor Z Tahun
1994 tanggal D Oktober 1884 tentang
FPelaksanaan APRED.

Pengiriman kembali satu tindasan SPJ -
Rutin yang telah disahkan oleh Bagian
Keuangan Kepada Bendaharawan Futin
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vang bersangkutan, masih terdapat yvang
terlambat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan
ketentuan Pasal 28 Ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
19894 tanggal © Oktober 1994 tentang
Pelaksanaan APBD.

-. Atasan langsung Bendaharawan Proyek -
dalam Tahun Anggaran 1884/139395 belunm
prernan mengadakan Pemeriksaan Kas
secara periodik sedikitnva ekali

dalam 3 (tiga) bulan dengan dib 1&tkan
Berita Acara Pemeriksaan Kas.

=

Hal tersebut tidak sesuvai dengan
ketentuan FPasal 83 Sub b Peraturan
Menteri Dalam Negeri No omor Z Tahun
1884 tanggal o Oktocber 894 tentang

Felaksanaan APBD.

Petunjuk-petunduk/reringatan-peringatan vang
rerlu memperoleh rerhatian Bupati Kerpala
LDaerah Tingkat II Kebumen termaktub dalam
Surat Gubernur Xepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah pPrlnaL Tindak Lanjut Hasil Peneli-
tian/Femeriksaan Pernitungan APRD Kabupaten
Dasrah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran
1984,1995.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat -
kesalanan-kesalahan/kekelirvan-kekeliruan -
vang ditemukan oleh Aparat Pengawas vyang
berwenang. tidak menutup kemungkinan untuk
diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Neomor 11 Tahun 1878 dan/atau melalul
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

REEMPAT cuwivienses



(WEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetap -
3
-~

kan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April
1885,
KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat -

kekeliruan dalam XKeputusan ini akan diadakan
pembetulan kemball sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEMA R AN G
&) PADA TANGGAL : 19 SEPTEMBER 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

o OEWARDTI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta, di
Yogyakarva ;

2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran), di Jakarta ;

3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen FPUOD Up. Direktur
Keuangan dan Peralatan Daerah), di Jakarta ;

4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Ke-

‘ prala Biro Keuangan, di Jakarta ;

5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Bidang I dan I1I ;

o

6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah EKedu,
di Magelang 2
9. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat

i

Jawa Tengah

b
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10. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa -
Tengah untuk dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah
Tingkat I Jawa Tengah ;

11. Bupati Kepala Daerah Tingkat I1 Kebumen, di Kebumen

12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Xebumen, di
Kebumen ;

13. Berkas Surat Keputusan;

s/d 10 untuk diketahui ;
dan 12 guna diindahkan.
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